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Abstract : Village Fund management represents a strategic
instrument for promoting rural development; however, the
Increasing allocation of public funds has not been
accompanied by stronger legal accountability. Persistent
Irregularities in Village Fund management indicate that
limited administrative competence and weak institutional
commitment remain significant challenges fo accountable
village governance. This study aims fo analyze the legal
accountability of Village Fund management from the
perspective of village officials’ compefence and institutional
commitment in promoting transparent and accountable
governance. The research employed an empirical legal
approach using a qualitative descriptive method. The study
was conducted in Karumbu Village, Langgudu District, Bima
Regency. Data were collected through in-depth interviews,
questionnaires, and documentation involving village
government officials and members of the Village Consultative
Body (BPD). Data were analyzed through data reduction,
data presentation, and conclusion drawing. The findings
Indicate that legal accountability in Village Fund
management has not been fully implemented due fo limited
competence of village officials in financial administration,
regulatory compliance, and village government information

systems, thereby increasing the risk of administrative errors.
Furthermore, institutional commitment has not effectively
strengthened internal oversight because the supervisory role
of the Village Consultative Body remains largely
administrative and has not yet established an effective system
of checks and balances. The study concludes that
strengthening the competence of village officials, enhancing
Institutional capacity, and expanding public tfransparency
are fundamental requirements for improving sustainable
legal accountability in Village Fund management.
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Abstrak: Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan
pedesaan; namun, peningkatan alokasi dana publik tidak disertai dengan akuntabilitas hukum yang lebih
kuat. Ketidakteraturan yang terus-menerus dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa
kompetensi administratif yang terbatas dan komitmen institusional yang lemah tetap menjadi tantangan
signifikan bagi tata kelola desa yang akuntabel. Studi ini bertujuan menganalisis akuntabilitas hukum
pengelolaan Dana Desa dari perspektif kompetensi dan komitmen kelembagaan pejabat desa dalam
mempromosikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum empiris menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini dilakukan di Desa Karumbu, Distrik
Langgudu, Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan
dokumentasi yang melibatkan pejabat pemerintah desa dan anggota Badan Konsultatif Desa (BPD). Data
dianalisis melalui pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Temuan
menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya diterapkan
karena keterbatasan kompetensi pejabat desa dalam administrasi keuangan, kepatuhan regulasi, dan
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sistem informasi pemerintah desa, sehingga meningkatkan risiko kesalahan administratif. Selain itu,
komitmen kelembagaan belum secara efektif memperkuat pengawasan internal karena peran
pengawasan Badan Konsultatif Desa masih sebagian besar administratif dan belum membangun sistem
checks and balances yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kompetensi pejabat desa,
meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memperluas transparansi publik adalah persyaratan
fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas hukum yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dana
Desa.

Kata kunci : Akuntabilitas Hukum; Dana Desa; Kompetensi Alat; Komitmen Kelembagaan; Tata Kelola
Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Desa menjadi instrumen strategis
pemerintah dalam mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa (Asnawi &
Simamora, 2021; Hikmah et al., 2024). Sejak pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, Dana
Desa terus mengalami peningkatan sehingga menuntut sistem pengelolaan keuangan yang
semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya dimaknai sebagai
kewajiban administratif melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan
bentuk kepatuhan pemerintah desa terhadap norma hukum, prinsip legalitas, transparansi,
tanggung jawab, dan pengawasan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara,
akuntabilitas merupakan mekanisme yang memastikan setiap tindakan pejabat publik dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2011; Ridwan HR,
2014). Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tertib mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Meskipun kerangka regulasi telah berkembang cukup komprehensif, berbagai persoalan
implementasi masih ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menunjukkan adanya kelemahan dalam
pengelolaan Dana Desa, mulai dari ketidaksesuaian administrasi, lemahnya pengendalian internal,
hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut
diperkuat oleh laporan Indonesia Corruption Watch yang menempatkan korupsi Dana Desa
sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan frekuensi tertinggi di tingkat
pemerintahan lokal (BPK RI, 2022; ICW, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat
kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik implementasinya (das sein) dalam
pengelolaan Dana Desa.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas akuntabilitas hukum adalah
kompetensi aparatur pemerintah desa. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan hukum
(Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks pemerintahan desa, kompetensi aparatur tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap regulasi,
penguasaan sistem informasi pemerintahan desa, serta kemampuan menyusun laporan keuangan
sesuai standar yang berlaku (Miftah Thoha, 2008; Ferida et al., 2023). Aparatur yang memiliki
kompetensi memadai akan lebih mampu mengurangi risiko kesalahan administratif maupun
penyimpangan hukum dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan pemerintah desa menjadi faktor yang
menentukan keberhasilan implementasi prinsip good governance. Komitmen kelembagaan
tercermin dari konsistensi organisasi dalam menerapkan transparansi, integritas, partisipasi
masyarakat, serta pengawasan internal yang efektif (North, 1990; Meyer & Allen, 1997).
Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peningkatan koordinasi antarlembaga,
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serta keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun mekanisme checks
and balances yang mampu memperkuat akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa (Astuti et al.,
2026; Febrianti et al., 2024).

Penelitian terdahulu umumnya menganalisis hubungan antara kompetensi aparatur dan
akuntabilitas keuangan desa atau mengkaji komitmen organisasi secara parsial. Penelitian Sugiarto
(2019) menitikberatkan pada kapasitas aparatur dalam pengelolaan Dana Desa, sedangkan
Rahmawati dan Ningsih (2020) menguji pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas
keuangan desa menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian Syamsuddin (2021) lebih
berfokus pada komitmen organisasional pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi
pengelolaan Dana Desa. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut
belum mengintegrasikan kompetensi aparatur dan komitmen kelembagaan dalam satu kerangka
analisis akuntabilitas hukum.

Penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif
hukum administrasi negara dengan analisis mengenai kompetensi aparatur dan komitmen
kelembagaan sebagai determinan utama akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Sebagian
besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek manajerial dan hubungan statistik
antarvariabel, sedangkan dimensi kepatuhan hukum serta efektivitas implementasi regulasi belum
dianalisis secara komprehensif.

Penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis yang menghubungkan
kompetensi aparatur pemerintah desa dan komitmen kelembagaan dalam satu kerangka
akuntabilitas hukum berdasarkan prinsip good governance. Pendekatan tersebut memberikan
perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas sumber daya manusia,
efektivitas kelembagaan, dan implementasi regulasi dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa
yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (empirical legal research) dengan

metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma
hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menganalisis implementasi norma
tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian hukum empiris
memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-
undangan (das sollen) dengan realitas pelaksanaan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana
Desa (das sein) melalui pengumpulan data lapangan (Muhaimin, 2020; Firmanto & Sufiarina,
2024).
Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa Desa Karumbu
merupakan salah satu desa yang secara aktif melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, schingga relevan untuk
menganalisis implementasi akuntabilitas hukum berdasarkan kompetensi aparatur dan komitmen
kelembagaan pemerintah desa.

Subjek penelitian terdiri atas aparatur Pemerintah Desa Karumbu yang terlibat secara
langsung dalam pengelolaan Dana Desa, meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur
perencanaan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang
menjalankan fungsi pengawasan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling,
yaitu memilih responden yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa
sechingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara
langsung melalui wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dan observasi terhadap praktik
pengelolaan Dana Desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh
informasi mengenai kompetensi aparatur, pelaksanaan akuntabilitas hukum, efektivitas
pengawasan, serta komitmen kelembagaan pemerintah desa. Kuesioner digunakan untuk
memperkuat hasil wawancara dengan mengukur persepsi responden terhadap implementasi
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akuntabilitas hukum menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju (1)
hingga sangat setuju (5). Sementara itu, observasi dilakukan terhadap proses administrasi dan
pengelolaan dokumen keuangan desa guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan
pengelolaan Dana Desa.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang
berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), laporan pertanggungjawaban Dana Desa, laporan hasil pemeriksaan, serta berbagai
literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan
akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, kuesioner, dan
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai
implementasi akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Kuesioner dimanfaatkan untuk
memperoleh gambaran mengenai tingkat kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, dan
persepsi terhadap pelaksanaan akuntabilitas hukum. Dokumentasi digunakan untuk memverifikasi
kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari responden dengan dokumen administrasi dan
regulasi yang berlaku sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui teknik
triangulasi sumber.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi
teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan
dokumentasi, sedangkan triangulasi sumber dilakukan melalui perbandingan informasi yang
diperoleh dari aparatur desa, anggota BPD, serta dokumen resmi pemerintah desa. Penerapan
triangulasi bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian
memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif yang
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tahap
reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang
relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang
menggambarkan hubungan antara kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan, dan
akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan
kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan empiris berdasarkan teori akuntabilitas hukum,
teori kompetensi aparatur, teori komitmen kelembagaan, serta prinsip~prinsip good governance
untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Baik. Saya akan menyusun dalam format Hasil dan Pembahasan terintegrasi sebagaimana
karakteristik artikel jurnal Sinta 2. Namun, dalam satu respons saya hanya dapat mengirim bagian
pertama karena adanya batas panjang keluaran. Bagian ini disusun berdasarkan isi tesis yang telah
saya telaah dan akan dilanjutkan secara berkesinambungan pada respons berikutnya. Temuan
diuraikan secara analitis dan didukung dengan sitasi ilmiah yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya merupakan implementasi desentralisasi fiskal
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang
partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas
tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan,
tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip legalitas, transparansi, efektivitas, efisiensi,
serta tanggung jawab publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Prinsip tersebut mengharuskan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa
dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima,
diketahui bahwa seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah mengikuti mekanisme formal yang
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ditetapkan dalam regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
hingga pertanggungjawaban. Musyawarah Desa menjadi forum utama dalam penyusunan
prioritas pembangunan, sedangkan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disahkan. Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas
hukum belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan kendala pada aspek kapasitas
sumber daya manusia aparatur pemerintah desa, khususnya dalam memahami perubahan
regulasi, administrasi keuangan, dan pengoperasian sistem informasi pemerintahan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah memiliki
pemahaman mengenai prosedur dasar pengelolaan Dana Desa, namun pemahaman tersebut masih
didominasi oleh aspek administratif. Aparatur lebih berorientasi pada pemenuhan kelengkapan
dokumen sebagai syarat pertanggungjawaban daripada memahami substansi hukum yang
melandasi setiap proses pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini menyebabkan aparatur masih
mengalami kesulitan ketika terjadi perubahan kebijakan, penyesuaian regulasi, maupun
pembaruan aplikasi administrasi keuangan desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa
kompetensi aparatur belum berkembang secara komprehensif sehingga berpotensi memengaruhi
kualitas akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ferida, Suryanto, dan Kurniawan (2023) yang
menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang memiliki pengetahuan mengenai
regulasi, kemampuan administrasi keuangan, dan penguasaan teknologi informasi cenderung
mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu serta meminimalkan potensi kesalahan
administratif. Sebaliknya, rendahnya kompetensi meningkatkan risiko ketidaksesuaian prosedur
yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum administrasi maupun pidana apabila
ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan (Ferida et al., 2023).

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Desa
(SIPD) telah diterapkan sebagai instrumen administrasi keuangan desa. Akan tetapi, penguasaan
sistem tersebut masih terkonsentrasi pada beberapa aparatur yang memiliki kemampuan teknis
lebih baik. Ketergantungan terhadap individu tertentu menyebabkan proses administrasi rentan
mengalami keterlambatan apabila terjadi rotasi jabatan, pergantian operator, maupun kendala
teknis lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan Dana Desa
belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kompetensi digital aparatur pemerintah desa.

Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian Astuti, Prasetyo, dan Wahyuni (2024) yang
menyatakan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan
infrastruktur teknologi, tetapi juga peningkatan literasi digital aparatur sebagai prasyarat
keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi justru berpotensi menciptakan
ketergantungan terhadap individu tertentu sehingga mengurangi efektivitas sistem pengendalian
internal.

Selain kompetensi teknis, penelitian ini menemukan bahwa sebagian aparatur masih
memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum atas setiap tindakan administrasi
yang dilakukan. Pemahaman mengenai asas legalitas, asas kecermatan, asas keterbukaan, serta asas
akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum
sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Dalam praktiknya,
penyusunan dokumen administrasi lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan
administratif daripada membangun sistem pertanggungjawaban hukum yang berorientasi pada
kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas masih bersifat compliance accountability, yaitu akuntabilitas yang
berorientasi pada kepatuhan administratif, dan belum berkembang menuju performance
accountability yang menekankan efektivitas penggunaan anggaran dalam menghasilkan manfaat
bagi masyarakat. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik tidak hanya diukur melalui
kepatuhan  terhadap  prosedur, tetapi juga melalui  kemampuan  pemerintah
mempertanggungjawabkan hasil kebijakan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penguatan
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kompetensi aparatur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan administratif,
tetapi juga pada pemahaman terhadap dimensi hukum dan etika penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja aparatur
memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Aparatur yang pernah
mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam
menyusun dokumen administrasi dan memahami perubahan regulasi dibandingkan aparatur yang
belum memperoleh pelatihan serupa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan
kualitas akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian
Hikmah et al. (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa melalui
pelatihan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sekaligus
memperkuat kepatuhan terhadap regulasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum
pengelolaan Dana Desa di Desa Karumbu telah dilaksanakan sesuai kerangka regulasi yang
berlaku, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kompetensi aparatur
pemerintah desa. Keterbatasan dalam memahami regulasi, administrasi keuangan, dan sistem
informasi pemerintahan desa menjadi faktor utama yang menyebabkan akuntabilitas hukum
belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui
pelatihan teknis, pendidikan berkelanjutan, pendampingan regulasi, serta penguatan literasi digital
menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat tata kelola Dana Desa yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Hukum Pengelolaan
Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen kelembagaan Pemerintah Desa Karumbu
merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas akuntabilitas hukum dalam pengelolaan
Dana Desa. Komitmen tersebut tercermin melalui upaya pemerintah desa dalam melaksanakan
prinsip transparansi, partisipasi, koordinasi antarlembaga, serta penyelenggaraan administrasi
pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif tata
kelola pemerintahan, komitmen kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap
regulasi, tetapi juga menunjukkan konsistensi organisasi dalam membangun budaya kerja yang
berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, dan
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperoleh informasi bahwa setiap penyusunan
program pembangunan desa diawali melalui Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum untuk
menjaring aspirasi masyarakat. Forum tersebut menjadi media bagi pemerintah desa untuk
menyampaikan informasi mengenai rencana penggunaan Dana Desa sekaligus menerima
masukan dari masyarakat terkait prioritas pembangunan. Mekanisme tersebut menunjukkan
adanya komitmen pemerintah desa dalam menerapkan asas partisipatif sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Namun demikian, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada tahap perencanaan
dibandingkan pada tahap pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa telah
diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes), pelaksanaan pembangunan fisik, serta laporan realisasi anggaran kepada masyarakat.
Pemerintah desa juga memanfaatkan media informasi yang tersedia di lingkungan kantor desa
sebagai sarana publikasi penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, efektivitas penyampaian
informasi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
substansi pengelolaan Dana Desa. Sebagian masyarakat masih memandang transparansi hanya
sebatas penyampaian informasi anggaran tanpa disertai penjelasan mengenai indikator
keberhasilan program maupun capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Hikmah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa
transparansi publik tidak cukup diwujudkan melalui keterbukaan dokumen administrasi, tetapi
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harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat
meningkatkan partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi
yang bersifat informatif akan memperkuat kepercayaan publik, sedangkan transparansi yang
hanya bersifat administratif cenderung belum mampu menciptakan akuntabilitas yang efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) telah dilaksanakan melalui monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Akan tetapi, pengawasan yang
dilakukan masih berfokus pada pemeriksaan administratif, seperti kelengkapan dokumen dan
kesesuaian laporan keuangan, sedangkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa dan
pencapaian manfaat pembangunan belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa fungsi pengawasan kelembagaan masih memerlukan penguatan agar
mampu menjalankan mekanisme checks and balances secara efektif.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan instrumen yang
sangat penting untuk menjamin terlaksananya asas legalitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas publik akan berjalan secara efektif apabila
terdapat hubungan yang seimbang antara pihak yang melaksanakan kewenangan dengan pihak
yang melakukan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan BPD tidak hanya berfungsi sebagai
lembaga formal yang memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah desa, tetapi juga
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa telah sesuai
dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga desa telah berjalan melalui
rapat koordinasi rutin yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Koordinasi
tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan pelaksanaan program pembangunan,
penyelesaian kendala administrasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang
berjalan. Meskipun koordinasi telah terlaksana, proses pengambilan keputusan dalam beberapa
kebijakan strategis masih didominasi oleh kepala desa sehingga kontribusi aktif lembaga lain dalam
proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komitmen kelembagaan belum sepenuhnya
berkembang menjadi budaya organisasi yang menempatkan seluruh unsur pemerintahan desa
sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Meyer dan Allen (1997),
komitmen organisasi tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap tugas formal, tetapi juga dari
kesediaan seluruh anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama secara
berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan desa, komitmen tersebut diwujudkan melalui
koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta penguatan fungsi pengawasan yang independen.

Partisipasi masyarakat merupakan komponen lain yang memengaruhi efektivitas komitmen
kelembagaan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat telah Dberpartisipasi aktif dalam
penyusunan usulan program pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (Musrenbangdes). Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggunaan Dana Desa masih relatif rendah.
Sebagian besar masyarakat menyerahkan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa dan BPD,
sehingga mekanisme pengawasan sosial belum berkembang secara optimal.

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian Astuti et al. (2024) yang menjelaskan bahwa
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa mengakibatkan
berkurangnya efektivitas mekanisme akuntabilitas publik. Padahal, prinsip good governance
menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
sehingga setiap penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan
berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa komitmen
kelembagaan Pemerintah Desa Karumbu telah menunjukkan upaya positif dalam membangun tata
kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, efektivitas komitmen tersebut
masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya fungsi pengawasan BPD,
terbatasnya partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi, serta belum terbentuknya mekanisme
checks and balances yang kuat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan
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kapasitas kelembagaan, peningkatan independensi fungsi pengawasan, serta perluasan ruang
partisipasi masyarakat menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas hukum
pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan.

Integrasi Kompetensi Aparatur dan Komitmen Kelembagaan dalam Perspektif Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa tidak
hanya ditentukan oleh kompetensi aparatur pemerintah desa maupun komitmen kelembagaan
secara parsial, tetapi merupakan hasil dari interaksi kedua aspek tersebut dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Kompetensi aparatur memberikan landasan teknis dan administratif dalam
melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sedangkan komitmen kelembagaan memastikan bahwa proses tersebut
berlangsung secara konsisten melalui mekanisme koordinasi, pengawasan, transparansi, dan
partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas hukum bergantung pada
keterpaduan antara kapasitas sumber daya manusia dan kualitas tata kelola kelembagaan yang
dibangun oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aparatur Pemerintah Desa Karumbu pada
umumnya telah memahami prosedur dasar pengelolaan Dana Desa, namun masih menghadapi
keterbatasan dalam menginterpretasikan perubahan regulasi, menyusun administrasi keuangan
yang sesuai dengan perkembangan kebijakan, serta mengoperasikan sistem informasi
pemerintahan desa secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya
ketergantungan terhadap aparatur tertentu yang memiliki kemampuan teknis lebih baik, sehingga
efektivitas penyelenggaraan administrasi keuangan desa menjadi kurang merata. Pada saat yang
sama, komitmen kelembagaan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan belum sepenuhnya
mampu mengatasi keterbatasan kompetensi tersebut karena mekanisme pengawasan lebih banyak
berorientasi pada pemeriksaan administratif dibandingkan evaluasi terhadap kualitas pengelolaan
Dana Desa.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparatur tanpa diikuti
penguatan komitmen kelembagaan belum mampu menghasilkan sistem akuntabilitas hukum yang
efektif. Sebaliknya, komitmen kelembagaan yang tinggi juga tidak akan memberikan hasil optimal
apabila aparatur pemerintah desa belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami
aspek hukum, administrasi keuangan, dan tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kedua
faktor tersebut memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi (complementary relationship)
dalam membangun sistem pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam perspektif good governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip
akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, responsivitas,
dan supremasi hukum. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menjelaskan
bahwa tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan apabila seluruh prinsip
tersebut diterapkan secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan temuan
penelitian ini, prinsip transparansi telah diimplementasikan melalui penyampaian informasi
mengenai penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sedangkan prinsip partisipasi diwujudkan
melalui pelaksanaan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). Namun demikian, implementasi kedua prinsip tersebut masih memerlukan
penguatan, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada tahap pengawasan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga pengawasan publik tidak berhenti pada tahap
perencanaan program semata.

Temuan penelitian ini juga memperkuat teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh
Bovens (2007), yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara pihak yang
menerima kewenangan (actor) dengan pihak yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban (forum). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa bertindak
sebagai pelaksana kewenangan, sedangkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
pemerintah daerah, dan lembaga pengawas lainnya berperan sebagai pihak yang melakukan
pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah berjalan melalui
mekanisme pelaporan, musyawarah desa, dan evaluasi administratif. Akan tetapi, fungsi
pengawasan substantif masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada kelengkapan
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dokumen, tetapi juga mampu menilai efektivitas penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi negara, penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi akuntabilitas hukum masih didominasi oleh pendekatan administrative compliance,
yaitu pemenuhan kewajiban administratif sesuai ketentuan regulasi. Meskipun kepatuhan
administratif merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas
hukum yang ideal scharusnya berkembang menuju substantive accountability, yaitu
pertanggungjawaban yang menekankan kesesuaian antara penggunaan anggaran, pencapaian
tujuan pembangunan, dan manfaat yang diterima masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan
pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban, tetapi
juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien,
transparan, dan berkeadilan (Hadjon, 2011; Ridwan HR, 2014).

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Ferida et al. (2023) yang
menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian Astuti et al. (2024) menjelaskan bahwa
efektivitas tata kelola pemerintahan desa berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas
aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi pemerintahan desa. Penelitian Hikmah et al.
(2024) juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia merupakan strategi utama dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan desa harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat sistemik
dan tidak hanya berorientasi pada perbaikan aspek administratif.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa akuntabilitas hukum
pengelolaan Dana Desa merupakan suatu sistem yang dibangun melalui sinergi antara kompetensi
aparatur, komitmen kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta partisipasi masyarakat.
Hubungan antarkomponen tersebut membentuk mekanisme tata kelola yang mampu memperkuat
transparansi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong terciptanya pemerintahan
desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan
akuntabilitas hukum tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi semata, tetapi harus
disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa,
pengembangan sistem informasi pemerintahan desa, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat
dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem
akuntabilitas hukum yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa,
pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa, aparat pengawas internal pemerintah, dan
masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Kolaborasi tersebut akan memperkuat
mekanisme checks and balances, meningkatkan kualitas pengawasan, serta meminimalkan potensi
penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penerapan prinsip good
governance tidak hanya menjadi kewajiban normatif berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Strategi Penguatan Akuntabilitas Hukum Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana
Desa tidak dapat dilakukan hanya melalui penyempurnaan regulasi atau peningkatan pengawasan
administratif semata. Efektivitas akuntabilitas hukum sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara
kompetensi aparatur pemerintah desa, komitmen kelembagaan, sistem pengawasan, pemanfaatan
teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Kelima aspek tersebut membentuk suatu sistem
tata kelola yang saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu komponen akan
memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi aparatur merupakan fondasi utama
dalam membangun akuntabilitas hukum. Aparatur pemerintah desa yang memiliki pemahaman
terhadap regulasi, administrasi keuangan, dan sistem informasi pemerintahan desa akan lebih
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mampu melaksanakan kewenangan secara profesional serta menghindari kesalahan administratif
yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Sebaliknya, keterbatasan kapasitas aparatur
menyebabkan proses pengelolaan Dana Desa lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban
administratif daripada implementasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara secara
substansial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur harus
menjadi prioritas kebijakan melalui pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta
pendampingan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi pengelolaan
keuangan desa (Ferida et al., 2023; Hikmah et al., 2024).

Selain penguatan kompetensi aparatur, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun
komitmen kelembagaan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang transparan,
partisipatif, dan akuntabel. Komitmen kelembagaan tidak hanya tercermin melalui kepatuhan
terhadap prosedur administratif, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah desa dalam
membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung
jawab publik. Dalam konteks tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diperkuat
sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan substantif terhadap pelaksanaan
pembangunan desa. Pengawasan yang efektif tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen
administrasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan
kebutuhan masyarakat, efektivitas pelaksanaan program, serta manfaat pembangunan yang
dihasilkan. Penguatan fungsi BPD akan menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih
efektif sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran
terhadap ketentuan hukum administrasi negara (Bovens, 2007).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa
merupakan strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.
Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Desa (SIPD) maupun aplikasi pengelolaan keuangan
desa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan ketertiban administrasi.
Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam
mengoperasikan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital harus diikuti
dengan peningkatan literasi digital aparatur, penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai,
serta pendampingan teknis secara berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan perkembangan konsep
electronic governance yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Astuti et
al., 2024).

Aspek lain yang memerlukan penguatan adalah partisipasi masyarakat sebagai bagian dari
mekanisme pengawasan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat
masih lebih dominan pada tahap perencanaan program melalui Musyawarah Desa dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan partisipasi pada
tahap pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan Dana Desa masih relatif terbatas. Kondisi
tersebut menyebabkan fungsi pengawasan sosial belum berkembang secara optimal. Dalam
perspektif good governance, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat
pembangunan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki hak untuk memperoleh informasi,
melakukan pengawasan, serta menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan
desa (UNDP, 1997). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme
keterbukaan informasi publik yang lebih mudah diakses, menyediakan forum evaluasi secara
berkala, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan
masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dirumuskan suatu model konseptual
penguatan akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa yang terdiri atas lima komponen utama,
yaitu (1) peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa, (2) penguatan komitmen
kelembagaan dan budaya organisasi, (3) optimalisasi fungsi pengawasan internal melalui Badan
Permusyawaratan Desa dan pemerintah daerah, (4) digitalisasi sistem pengelolaan keuangan desa
berbasis teknologi informasi, serta (5) perluasan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan
pengelolaan Dana Desa. Kelima komponen tersebut membentuk suatu sistem tata kelola yang saling
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terintegrasi sehingga mampu memperkuat implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi,
efektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Model tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas hukum bukan hanya merupakan
kewajiban normatif yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, tetapi juga merupakan mekanisme
yang menjamin bahwa setiap penggunaan Dana Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
serta terlaksana sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan
Dana Desa tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kelengkapan administrasi, tetapi juga
berdasarkan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Temuan ini memperkuat konsep bahwa penerapan prinsip good governance harus menjadi dasar
dalam setiap kebijakan pengelolaan Dana Desa sehingga pembangunan desa tidak hanya
memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menghasilkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa di Desa
Karumbu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima telah dilaksanakan dengan mengacu pada
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaannya tercermin dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Namun, penerapan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat
keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam memahami regulasi, mengelola administrasi
keuangan, dan memanfaatkan sistem informasi pemerintahan desa. Kondisi ini menyebabkan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban
administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban hukum secara
substantif.

Komitmen kelembagaan pemerintah desa telah diwujudkan melalui keterbukaan informasi,
pelaksanaan musyawarah desa, koordinasi antarlembaga, dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun demikian, fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa masih lebih berfokus pada aspek administratif sehingga mekanisme checks
and balances belum berjalan secara maksimal. Partisipasi masyarakat juga masih dominan pada
tahap perencanaan, sedangkan keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana
Desa relatif terbatas. Dengan demikian, efektivitas akuntabilitas hukum tidak hanya ditentukan
oleh kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh kompetensi aparatur, komitmen kelembagaan,
efektivitas pengawasan, digitalisasi tata kelola, serta keterlibatan aktif masyarakat. Penelitian ini
menghasilkan model konseptual yang mengintegrasikan berbagai unsur tersebut sebagai satu
kesatuan sistem dalam memperkuat akuntabilitas hukum pengelolaan Dana Desa.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Karumbu disarankan meningkatkan kompetensi aparatur
melalui pelatihan regulasi, administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, dan penggunaan sistem
informasi desa secara berkala. Badan Permusyawaratan Desa perlu memperkuat pengawasan sejak
tahap perencanaan hingga evaluasi, sedangkan pemerintah desa perlu memperluas ruang
partisipasi masyarakat melalui forum pertanggungjawaban publik, penyediaan informasi
anggaran, dan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah kecamatan dan kabupaten
juga perlu meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Bagi
peneliti selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian, menggunakan pendekatan
kuantitatif atau mixed methods, serta menguji model konseptual penelitian ini pada beberapa desa
agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan hasil yang lebih luas penerapannya.
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